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Pemeriksaan Proyek Cekdam
Fiktif Diserahkan ke BPK

TIM Inspektorat Kabupaten Banggai yang melakukan
pemeriksaan proyek pembangunan cekdam fiktif di Dinas
Kehutanan Kabupaten Banggai, tidak lagi menemukan
dokumen proyek tersebut. Yang ditemukan hanya kertas-
kertas yang tidak bernilai dan tidak berkaitan dengan tujuh
proyek cekdam yang dibangun secara swakelola.

Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Banggai telah
menanyakan kepada pejabat yang menakhodai Dinas
Kehutanan Kabupaten Banggai saat ini soal dokumen
proyek cekdam. Jawabannya, seluruh dokumen proyek
cekdam telah disita oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)
Luwuk, untuk mengungkap adanya kerugian negara pada
proyek tersebut.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai, Drs Semuel
Keppeng, MM, Kamis (9/2) kemarin, menyatakan pihaknya
kesulitan memeriksa proyek cekdam yang ditengarai
berbuntut masalah. Karena dokumen yang dimaksud telah
disita oleh kejaksaan untuk kepentingan penyelidikan dan
penyidikan kasusnya.

Untuk itu, tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Banggai
tidak bisa melanjutkampemeriksaan proyek swakelola itu.
Tim pemeriksa hanya melakukan pengecekan lapangan
untuk memastikan, apakah tujuh proyek yang dibangun
secara swakelola ada atau tidak ada. Namun, tim pemeriksa
hingga saat ini; belum melaporkan hasil pemeriksaan
lapangan.

“Saya masih menunggu bagaimana hasil pemeriksaan
lapangan soal tujuh proyek cekdam yang dinformasikan,
tiga diantaranya fiktif, tiga lainnya dikerjakan tidak
mencapai 100 persen dan'1 cekdam dinyatakan selesai 100
persen, tetapi masyarakat ‘masih mempertanyakan
spesifikasi pekerjaannya,” katanya.

Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Banggai
terpaksa tidak bisa menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP). karena tim pemeriksa tidak menemukan dekumen
yang diperiksa. Inspektorat hanya menerbitkan hasil
pemeriksaan kertas kerja saja, tidak mencantumkan
pemeriksaan proyek cekdam tersebut.

Dikatakan, untuk menindaklanjuti pemerlksaan tujuh
proyek cekdam di Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai,
pihak telah menyerahkan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan Palu, Sulteng untuk
menanganinya. Karena secara kebetulan, BPK Perwakilan
Palu, Sulteng sedang melakukan pemeriksaan di Kabupaten
Banggai dan Banggai Kepulauan (Bangkep).

Dengan begitu, BPK selaku pemeriksa eksternal bisa
melakukan pemeriksaan terhadap tujuh proyek cekdam
sekaligus menerbitkan LPH terhadap proyek swakelola itu.
Soal dokumen yang telah disita kejaksaan, BPK sebagai
pemeriksa eksternal bisa berkoordinasi dengan kejaksaan,
sehingga mudah bagi BPK untuk mendapatkan dokumen
tersebut. (rd)










